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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) 

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI DESA TELUK  SANTONG KECAMATAN 

PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA 

Suci Kurnia
 1
,  Siti Atika Rahmi S,Sos. M,Si

2
, Muhammad Aprian Jailani S,AP. 

M,AP
3 

Mahasiswa 
1
,  

Pembimbing 
2
, 

 Pembimbing utama 
3 

Program studi Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Administrasi 

Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Mataram 

Penelitian ini telah dilaksanakan di desa Teluk santong kecamatan 

Plampang Sumbawa, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

analisis data kualitaif, yang mana penukis hanya menggambarkan masalah 

sebagaimana adanya atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada objek 

penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di desa Teluk Santong 

kecamatan Plampang kabupaten sumbawa menunjukkan masih belum efektif, di 

lihat dari adanya tiga prinsip bumdes yang diterapkan dalam tiga dari tujuh unsur 

kefektivitasan, dimana unsur keefektivitasan pertumbuhan terlihat penerapan 

prinsip partisipatif yang mana merupakan hal pentig untuk kita perhatikan agar 

mewujudkan usaha yang berjalan dengan penuh rasa suka rela, tiga ragu dalam 

meningkatkan kontribusi kepda kelompok usaha yang dijalankan dengan 

demikian kefektivitasan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan pertumbuhan 

yang baik dan tenaga kerja yang partisipatif sehingga menciptakan hasil yang 

lebih baik. Stabilitas terlihat penerapan prinsip emansipatif untuk meningkatkan 

kinerja agar mendapatkan hasil yang baik tanpa membedakan suku, agama dan 

golongan. Kepuasan terlihat penerapan prinsip transparan di teluk santong sendiri 

dari satu tahun terakhir telah melakukan prinsip transparan yang mana dpat dilihat 

dari kineja dan kepuasan masyarakat walau dengan kenyataan implementasinya  

belum berjalan baik dan maksimal. 

Kata Kunci : Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 

Kesejahteraan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan telah banyak 

melakukan upaya diantaranya melalui program bantuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya sampai saat ini orang miskin masih 

belum diperhatiakan secara maksimal, hal ini tampak dari bebagai indikaor 

rendahnya kualitas pendidikan tetapi juga karena persoalan keuangan. 

Desa sebagai satuan politk terkecil pemerintah, memiliki posisi strategis 

sebagai tarik ukur pembangunanan nasional. Desa memiliki banyak potensial 

tidak hanya dari dari segi jumlah penduduk, tapi juga sumber daya alam yang 

melimpah. Jika potensi-potensi tersebut di gunakan dan dikelola dengan baik 

maka akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa. 

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti 

pentingnya kesejahteraan dan memahami dengan jelas mengenai arti pentingnya 

kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu 

kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan 

masyarakat semata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada 

kelompok masyarakat miskin. Padahal tujuan pembangunan kesejahteraan 

adalah sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal 

usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. 
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Pengembangan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah desa 

memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua 

aspek potensi wilayah atau desa. Pentingnya perencanaan dan strategi 

dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara maksimal. 

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan 

pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan 

suatu usaha. 

Badan Usaha Milik Desa disebut dengan BUMDes adalah sebuah lebaga 

usaha yang dikelolah oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut 

dengan tujuan untuk memperkuat prekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi yang ada di desa terebut. Bumdes merupakan sebuah 

badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha pada lapangan 

pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada pada 

kepemilikan desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik 

pendirian, pemodalan pelaksanaan keuntungan yang diperoleh itu dibawah 

naungan desa (Sujarweni,2019:7). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan 

perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan desa. 

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai 

lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai 
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lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melaluai 

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga 

komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran modal usaha dan 

sumber daya lokal.  

Merajuk pada pendirian BUMDes dilandasi dasar hukum UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat 1 “disebutkan 

bahwa, desa dapat memdirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi desa” serta di atur pula dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa 

pasal 87 ayat 1 “desa dapat menidrikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut 

BUMDes”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes 

yang merupakan turunan dari undang-undang kerja yang bertujuan untuk upaya 

mengenai tambahan penghasilan atau intensif retribusi bagi BUMDes yang 

hanya dapat dikelola dan dimiliki oleh desa, serta Peraturan Mentri Desa No. 3 

Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan 

pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik desa. Dasar 

hukum Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang penggunaan dana desa 

tahun 2021 yang berujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. 

Pasal ini berujuan agar dapat meningakatkan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan pendapatan asli desa. 
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Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan 

kesejahateraan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan memberikan 

pelayanan umum yang dikelolah oleh aparatur desa. Menurut peraturan desa 

pembangunan daerah tertinggal dan trasmigrasi republik Indonesia dan 

trasmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 pendirian bumdes bertujuan 

untuk meningakatkan perekonomian desa, menoptimalkan aset dan potensi desa 

agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan usaha 

masyarakat dalam penegloaan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia 2021 mengalami 

penurunan sebesar 63,8 poin atau lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 66,3 poin 

dan di tahun 2019 sebesar 65,4 poin. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik 

(BPS) mencatat penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa 

atau meningkat 1,12 juta orang (0,36%), dari jumlah sebelumnya pada Maret 

2020. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan kemiskinan di 

Indonesia naik dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% di September 

2020. Namum di tahun 2021 prekonomian Indonesia mengalami pemulihan 

ekonomi yang menunjukan tinggakat kemiskinan mengalami perbaikan sebesar 

10,14%. Sedangkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat 2021 neurut data 

yang ada di Badan Pusat Statisti NTB mengalami pertumbuhan sebesar 0,50% di 

bandingkan tahun sebelumnya, ekonomi Nusa Tenggara Barat 2021 di 

bandingkan 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,01%, ini menunjukan 
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pertumbuhan ekonomi 2021 meningkat di bandingkan prekonomian di tahun 

2020 yang juga meningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Nusa 

Tenggara Barat.  

BUMDes adalah program untuk masyarakat agar dapat meningkatakan 

kesejahteraan melalui penegembangan usaha eknomi, dengan demikian 

masyarakat harus mendukung program pemeritah desa tersebut. Mengutip hasil 

penelitian terdahulu dari Hartini (2019) dengan judul peran BUMDes dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan islam studi kasus 

di desa Betetangkang Kabupaten Polman dan Elva Ayu Lestari (2020) dengan 

judul peran BUMDes meningkatkan pertanian di desa Paringgabayan Kabupaten 

Lotim. Yaitu Peran BUMDes sudah cukup baik dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat telah mewujudkan dengan cara memberikan pinjaman 

modal simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengan menjadikan tulang 

punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa dengan cara 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang yang dikepada 

pelaku usaha desa baik dengan cara tinjauan islam mauapun dalam upaya 

peningkatan pertanian.  

Desa Teluk Santong merupakan salah satu desa yang telah mendirikan 

BUMDes sebagai lembaga keuangan dalam meningkatkakn kesejahteraan 

masyarakat. Adapun usaha BUMDes di desa Teluk Santong yaitu pemeberian 

modal usaha baik berbentuk uang maupun barang, pengembangan program 

bumdes yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak yang siknifikan 

bagi masyarakat desa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, karena 
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dengan adanya program ini mereka bisa mendapatka modal untuk membuka atau 

mengembangakan usaha mereka. 

Usaha BUMDes yang berjalan di desa Teluk Santong yaitu pemberian 

pinjaman modal usaha baik dalam bentuk uang dan barang, pemberian modal 

usaha dimaksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha kecil yang 

dijalankan oleh masyarakat. Dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan 

tempat pemijaman modal lainnya seperti rentenir atau bank-bank konvensional 

lainnya seperti lembaga keuangan mikro, pengkreditan desa dan lainsebagainya.  

Dengan demikian program BUMDes di desa Teluk Santong sepenuhnya 

dikelolah oleh bumdes tetapi pendamping pengelolaannya masih dilakukan dan 

diawasi oleh pemerintah desa agar program bumdes dapat berjalan dan 

berkembang secara mandiri. Adapun usaha yang diberikan pinjaman modal 

antara lain, perkebunan, perdagangan, usaha kecil, dan masih banyak lagi. 

Desa teluk santong mendirikan BUMDes dengan tujuan yang jelas yaitu 

untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan 

cara memberikan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha yang produktif 

terutama untuk kelompok yang kurang mampu atau yang berada dibawa garis 

kemiskinan, memberikan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa. Harapan dengan adanya progam bantuan dana 

yang diberikan dapat membantu meningkatkan ekonomi dalam memncapai 

kesejahteraan masyarakat di desa Teluk Santong. 

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan Lembaga ekonomi pada 

umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu 
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membrikan kontribusi yang siknifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Namun di Desa Teluk santong belum terlihat jelas peran BUMDes 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat 

sasaran, kurangnya pemahamanan perangkat desa mengenai BUMDes yang 

menyebabkan terjadinya manipulasi dan penggelepan dana BUMDes. 

Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes didasari karena 

posisi perangkat desa hanya melaksanakan tugas sebagai pelakasana atau 

pengurus masalah administrasi yang menanggung jawab program dan proyek 

yang ada. Keterbukaan informasi juga menjadi kendala, informasi yang di 

berikan dari pusat tidak di sampaikan secara langsung kepada masyarakat secara 

luas. Sehingga informasi penting dan program yang ada hanya diketahui oleh 

orang-orang tertentu. Perilaku yang merugikan juga juga masih menjadi masalah 

yang belum dapat dihindari, prilaku yang manipulasi dan penggelapan dana 

menjadikan minat masyarakat untuk meminjam modal usaha kepada BUMDes 

menjadi sangat kurang bahkan sedikit. Ini dapat dilihat dari data minat 

masyarakat yang ada di desa Teluk Santong sebagai berikut: 

Tabel 1. Data minat masyarakat terhadap BUMDes 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 PETANI 20 Orang 

2 NELAYAN 50 Orang 

3 USAHA MANDIRI/PEDAGANG 80 Orang 

4 LAIN-LAIN 10 Orang 

Jumlah 160 Orang 

Sumber : data sekunder diolah (ketua bumdes teluk santong) 
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Data di atas merupakan banyak jumlah masyarakat yang berminat 

mengambil pinjaman modal dari BUMDes, sedangkan jumlah masyarakat di 

desa Teluk Santong sebanyak 3.386 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga 

sebanyak 827 KK. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa minat 

masyarakat yang sangat kurang terhadap adanya dana BUMDes yang di latar 

belakangi karena kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes 

yang menyebabkan terjadinya manipulasi dan penggelapan dana BUMDes, 

berdasarkan observasi yang dilakukan, dalam pengelolaan dana BUMDes masih 

ada anggota pengelola BUMDes yang melakukang pelanggaran dengan 

menyalah gunakan dana BUMDes untuk keperluan pribadi tanpa pengetahuan 

desa dan masyarakat, pemberian dana yang tidak tepat sasaran, kurangnya 

pengawasan yang dilakukan pengurus maka masih banyak nasabah yang 

meminjam dana dari BUMDes yang usahanya tidak berkembang dan tidak bisa 

meningkatkan pendapatannya. Hanya sedikit nasabah yang dapat meningkatkan 

perekonomiannya dari pendapatan usaha yang dijalankan.  

Namun saat ini tidak sedikit pula nasabah yang usahanya berkembang 

setelah mendapat pinjaman dari dana BUMDes, dengan demikian maka badan 

usaha tersebut belum dapat mensejahteraan masyarakat yang ada di desa teluk 

santong. Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparka diatas oleh karena itu 

saya sebagai penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di BUMDes desa 

teluk santong kecamata pelampang sumbawa besar. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang diatas maka dapat disimpulakan latar 

belakang masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana efektifitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Teluk Santong ? 

2. Apa yang menjadii faktor penghambat efektifitas BUMDes ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan di lakukanya penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas badan usaha milik desa 

(BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Teluk Santong Kecamatan Pelampang Sumbawa Besar. 

2. untuk mengatuhui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

kinerja bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

desa teluk santong kecamatan pelampang  sumbawa besar. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penjelasan 

terkait dengan implementasi kebijakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial terhadap masyarakat, 

serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

selnajutnaya dalam bidang yang sama. 
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Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk 

penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang 

pengembangan ilmu ekonomi yang berkaitan tentang badan usaha 

milik desa (bumdes). 

2. Manfaat Praktis 

1) Manfaat penelitian bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapatmenambah wawasan 

peneliti dan mampu mengimplementasikan dilingkungan 

masyarakat serta penelitian ini sebagai sarat utnuk memperoleh 

gelar sarjana (S1) dan mampu menyusun karya ilmiah. 

2) Manfaat penelitian bagi masyarakat 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengimplementasikakan peran badan usaha milik desa 

(BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3) Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diiharapkan dapat dijadikan kerangka acuan 

atau bahan perbandingan penetian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian untuk memperkaya wawasan dari penelitian terdahulu, 

penulis tidak menemukan penelitian dari judul yang sama seperti penelitian ini. 

Namun penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai refrensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada peenelitian ini. Untuk memahami penelitian 

terdahulu maka penulis dapat menjelaskan dalam paragraf dibawah ini. 

1. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Nikmah Sholihati (2020) dengan judul 

“Peran dan efektifitas badan usaha milik desa dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di desa Blang Krueng Banda Aceh”. Dan metode 

yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode kualitatif. 

Berdasarkan judul penelitian ini adalah efektifitas bumdes,sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peran bumdes sudah cukup baik dalam upaya 

meninggkatkan kesejahteraan masyarakat miskin telah diwujudkan dengan cara 

meningkatkan prekonomian desa dengan memberikan pinjaman modal kepada 

pelaku usaha desa, kemudian meningakatkan pengelolaan potensi desa dengan 

mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengnan 

menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 

dengan cara menyelesaikan permasalahan yang di hadapi masyarakat. Dengan 

adanya analisis maka pengelolaan bnpm sesuai denga prosedur yang telah 
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ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan bumdes untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada 

peran bumdes dalam meingkatkan kesejahteraan masyarakat miskin baik 

dilihat dari rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas menglami peningkata 

pendapatan, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Adapun program 

yang kegiatannya yaitu kegiata peningkatan lahan pertanian potensi SDM 

desa peningkatan usaha rumahtangga agar dapat mempermudah pendataan 

masyarakat dan mengembangkan potensi prekonomian diwilayah pedesaan 

mewujudkan kelembagaan yang tangguh. Pembentukan unit usaha memiliki 

program usaha simpan pinjam yaitu pemberian modal usah kepada masyarkat 

untuk meningkatkan usahanya. 

Sehingga hasilnya menujukan penggunakan dana bnpm harus mengimbangi 

tingkat dana yang dimiliki oleh bumdes dan efektifitas masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam program desa untuk kelanggsungan program yang dibuat 

oleh pemerinth desa agar dapat menningkatkan kesejahteraan. Dan selama 

pengoprasian bnpm dalam membantu permodalan pertanian sangat efektif, 

dilihat dari keberhasilan bumdes di desa blang krueng dalam membantu 

permodalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan. 

2. Berdasarkan penelitian terdahulu dari HARTINI (2019) dengan judul “peran 

badan usaha milik desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di desa Batetangkang KAB. POLMAN (tinjauan ekonomi 

islam)”. Dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode 
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kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini adalah peran badan usaha milik 

desa (bumdes) sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bubdes sudah cukup 

baik dalam upaya meninggkatkan kesejahteraan masyarakat telah diwujudkan 

dengan cara meningkatkan prekonomian desa dengan memberikan pinjaman 

modal kepada pelaku usaha desa, kemudian meningakatkan pengelolaan 

potensi desa dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah 

dan dengnan menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang di hadapi 

masyarakat yang di tinjau dari sisi ekonomi islam. Dengan adanya analisis 

maka pengelolaan bumdes sesuai denga prosedur yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang terhadap pengelolaan bumdes untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada 

peran badan usaha milik desa untuk upaya meningkatakan kesejateraan 

masyarakat dalam tinjauan ekonomi islam baik dilihat dari rasio efektifitas 

maupun ukuran efektifitas menglami peningkata pendapatan, dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dalam tinjauan islam. 

Adapun program yang kegiatannya yaitu:  

1) Organisasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam tinjauan ekonmi islam 

2) Pembentukan bumdes dalam ekonomi islam 

Terdapat empat tujuan pembentukan bumdes dalam ekonomi islam 

dalam rangka pembangunan pelayanan masyarakat. 

a. Mengembangkan potensi prekonomian islam di wilayah pedesaan. 
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b. Mengoptimalkan pengembangan potensi keuanhan islam desa. 

c. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan bumdes. 

3) Laporan umum BUMDes Batetangkang 

4) Pembentukan unit usaha dalam ekonomi islam 

Pembentukan unit usaha memiliki program usaha simpan pinjam yaitu 

pemberian modal usah kepada masyarkat untuk meningkatkan usahanya. 

Sehingga hasil penelitian menujukan penggunakan dana bumdes harus 

mengimbangi tingkat dana yang dimiliki oleh bumdes dan efektifitas 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa untuk kelanggsungan 

program yang dibuat oleh pemerinth desa agar dapat meningkatkan 

prekonomian Syariah. Dan selama pengoprasian bumdes dalam membantu 

permodalan berbasis Syariah sangat efektif, dilihat dari keberhasilan bumdes 

desa Batetangkang dalam membantu permodalan ekonomi islam dan mampu 

meningkatkan hasil kesejahteraan masyarakat. 

3. Berdasarkan penelitian terdahulu dari siti aisyah (2019) dengan judul analisis 

peroses pembanguna dana desa pada desa motong kecamatan utan kabupaten 

sumbawa. Dan metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. 

Berdasarkan judul penelitian ini kita dapat mnegetahui fokus penelitian 

adalah analisis peroses pembangunan dengan pengelolaan dana desa sehingga 

dapat disimpulkan variable penelitian antara X dan Y saling memengaruhui 

dilihat dari X yaitu analisis proses pembanguna dan Y itu pengelolaan dana 

desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang 

terhadap pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Namun 
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letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada analisis 

pengelolaan dana desa dengan meningkatkan rasio efektifitas maupun ukuran 

efektifitas mengalami peningkatan tanggung jawab terhadap dana desa serta 

pelaksanaan dan pelaporan keuangan dana desa. 

Kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa untuk untuk mencegah 

tumpeng tindih dari keduanya sehingga komunikasi lebih diutamakan oleh 

pemerintah desa motong kecamatan utan kabupaten sumbawa. Dan peneliti 

sesudahnya lebih memfokuskan implementasi kebijakan alokasi dan desa 

untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial. 

Sehingga hasil penelitian menunjukan penggunaan dana desa harus 

mengembangkann tingkat rasionya dan efektifitas masyarakat dalam program 

desa, serta pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan adanya 

laporan pertanggungjawaban APBDes yang dibuat setiap tahun anggaran. 

Dan selama menjalankan birokrasi desa masyarakat yang ada didesa motong 

sangat antusias dengan perkembangan desanya terutama dari pembangunan 

yang efektif dengan rasio 100% karena realisasi anggara sesuai dengan target 

anggaran yang diancangkan Adapun program kegiatan yaitu:  

a. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

b. Kegiatan oprasioanal pemerintahan desa (perkantoran) 

c. Kegiatan oprasioanal badan permusyawaratan desa 

d. Kegiatan oprasioanal RT dan RW 

e. Kegiatan mengembangan, pembangunan pemeliharaan dan pengadaan 

sarana dan prasarana desa. 
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4. Berdasarkan penelitian terdahulu dari elva ayu lestari (2020) dengan judul 

“peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam upaya meningkatkan 

pertanian didesa paringgabaya kecamatan paringgabaya kabupaten Lombok 

timur”. Dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode 

kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini adalah peran badan usaha milik 

desa (bumdes) sehingga dapat disimpulkan bahwa peran mubdes sudah cukup 

baik dalam upaya meninggkatkan hasil pertanian telah diwujudkan dengan 

cara meningkatkan prekonomian desa dengan memberikan pinjaman modal 

kepada pelaku usaha desa, kemudian meningakatkan pengelolaan potensi 

desa dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah dan 

dengnan menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang di hadapi petani. Dengan 

adanya analisis maka pengelolaan bumdes sesuai denga prosedur yang telah 

ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan bumdes untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada 

peran badan usa milik desa untuk upaya peningkatan hasil pertanian baik 

dilihat dari rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas menglami peningkata 

pendapatan, dan menyelesaikan permasalahan petani. Adapun program yang 

kegiatannya yaitu:  

1) Organisasi kegiatan ekonomi masyarakat 

2) Pembentukan bumdes lkm 
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Terdapat empat tujuan pembentukan bumdes lkm dalam rangka 

pembangunan pelayanan masyarakat. 

a. Mengembangkan potensi prekonomian diwilayah pedesaan 

mewujudkan kelembagaan yang tangguh . 

b. Menciptakan lapangan kerja 

c. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa 

d. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan bumdes. 

3) Laporan umum bumdes perianggabaya 

4) Pembentukan unit usaha 

Pembentukan unit usaha memiliki program usaha simpan pinjam yaitu 

pemberian modal usah kepada masyarkat untuk meningkatkan usahanya. 

Sehingga hasil penelitian menujukan penggunakan dana bumdes harus 

mengimbangi tingkat dana yang dimiliki oleh bumdes dan efektifitas 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa untuk kelanggsungan 

program yang dibuat oleh pemerinth desa agar dapat menningkatkan hasil 

pertanian. Dan selama pengoprasian bumdes dalam membantu permodalan 

pertanian sangat efektif, dilihat dari keberhasilan bumdes desa paringgabaya 

dalam membantu permodalan petani dan mampu meningkatkan hasil pertanian. 

5. Berdasarkan penelitian terdahulu dari MAKMUR (2019) dengan judul peran 

BUMDes dalam meningkatkan prekonomian di kecamatan Sinjai Timur 

kabupaten Sinjai. Dan metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. 

Berdasarkan judul penelitian ini kita dapat mnegetahui tujuan penelitian ini 

untuk mengkaji pengelolaan bumdes dalam meningkatkan prekonomian desa 
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dan untuk mengkaji pengelolaan bumdes di kecamatan sinjai timur, dapat 

disimpulkan variable penelitian antara X dan Y saling memengaruhui dilihat 

dari X yaitu analisis proses pembanguna dan Y itu pengelolaan dana desa 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap 

pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Namun letak 

perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada peran BUMdes 

dalam meningkatkan prekonomian. 

Kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa untuk untuk mencegah 

tumpeng tindih dari keduanya sehingga komunikasi lebih diutamakan oleh 

pemerintah kecamatan sinjai timur kabupet sinjai. Dan peneliti sesudahnya 

lebih memfokuskan implementasi kebijakan alokasi dan desa untuk 

meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial. Sehingga hasil 

penelitian menunjukan penggunaan dana desa harus mengembangkann tingkat 

rasionya dan efektifitas masyarakat dalam program desa, serta pengelolaan 

dana desa dipertanggungjawabkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban 

bumdes yang dibuat setiap tahun anggaran. Dan selama menjalankan birokrasi 

desa masyarakat yang ada kecamatan sinjai timur sangat antusias dengan 

perkembangan desanya terutama dari pembangunan yang efektif dengan rasio 

karena realisasi anggara sesuai dengan target anggaran yang diancangkan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Desa  

Desa di Indonesia pertama kali di temukan oleh Mr. Herman Warner 

Muntinghe, seorang kebangsaaan belanda dan anggota Raad Van Indie pada 
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masa penjajahan kolonial Inggris. Dia merupakan pembantu gubernur jendral 

inggris yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Istilah “DESA” berasal 

dari bahasa jawa yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, 

negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan satu 

kesatuan norma dan memiliki batas wilayah yang jelas namun fakta sejarah 

menunjukkan sebutan nama desa berbeda dengan sebutan nama desa yang ada 

di daerah lain. Fakta atas keragaman itulah yang menjadikan desa di Indonesia 

semakin menarik, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Badrul, 

2017:4). 

Menurut definisi umum, desa merupakan perkumplan pemukiman 

diwilayah pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah 

administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa 

dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan 

kedudukannya sebagai pemerintahan terendah dibawah kekuasan kecamatan, 

maka keberlangsungan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan 

berdasarkan persetujuan dari kecamatan. Pada masa revormasi pemerintahan 

desa diatur dalam dalam undang-undang no 22 tahun 1999 yang diperbaharui 

menjadi undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 

Desa mempunyai Lembaga musyawara untuk menyelesaikan masalah 

dengan mengambil keputusan. (Widjaja, 2004:24) melengkapkan Lembaga 

musyawara desa wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemuka-

pemuka masyarakat yang ada di desa dan di dalam menggambil keputusan 

yang ditetapkan berdasarkan musyawara dan mufakat dengan memperhatikan 



 

20 
 

sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Dengan adanya undang-undang tentang desa telah memberikan 

pengaruh besar kepda desa dalm membutuhkan, memperkuat dan 

mengembangkan budaya lokal, semagat ekonomi dan kemandiriannya. 

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan 

bahwa desa adalah desa adat atau dengan nama lain, desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatue 

pemerintahan. Undang-unadang tersebut juga memberi kekuasaan yang besar 

kepada desa untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan 

pemerintahan. 

2.2.2 Definisi Pembangunan 

Pembangunan merupakan istlah yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama sangat terkait dengan usaha memajukan atau 

mensejahteraakan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu banyak dikaitkan 

kemajuan material dan ekonomi. Namun saat ini, konsep pembangunan telah 

mengalami pergeseran makna kearah yang lebih berfariasi atau multidimensi. 

Sebagai mana yang dikemukakan oleh para ahli dibidang pembangunan 

adalah semua peroses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar 

dan terencana. Sedangkan pengembangan adalah adalah peroses perubahan 

yang terjadi secara alami sebagai dampak adanya pembangunan (Riyadi dan 

Dedi 2005:28). 

Pengertian pembanguna dilihat secara dinamis yaitu suatu orientasi dan 

kegiatan usaha yang tidak memiliki batas. Proses pembangunan merupakan 
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suatu perubahan sosial ekonomi, agar pembangunan dapat mennjadi suatu 

proses yang dapat bergerak maju bergantung pada struktur soasial dan 

masyarakatnya.  

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang 

diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur 

ekonomi dari pelaku ekonomi terrendah ke industri atau jasa, perubahan 

kelembangaan baik dengan regulasi maupaun informasi kelembagaan. 

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu rasional dan 

teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang (Subandi 

2011:9-11). Adapun pembangunan menurut ahli yaitu (Rochajat,dkk 2011:3), 

“pembangunan adalah perubahan suatu sistem sosial dan ekonomi yang 

diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa”. (Abdul 2004:89) “pembangunan 

merupakan proses yang berkehendak dalam sebuah garis lurus, yakni dari 

masyarakat tertinggal ke masyarakat maju. 

Pembangunan dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sekelompok 

masyarakat dinilai berhasil melakukan pembangunan, bila pertumbuhan 

ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Demikian yang diukur adalah 

penghasilan masyarakat atau penghasilan negara setiap tahunnya 

(Rochajat,dkk 2011:3).  

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan juga tekat suatu 

masyarakat untuk berusaha sekeras mungkin dalam melalui serangkaian 

proses sosial, ekonomi dan institutional, demi mencapai kesejahteraan dan 

kehiduan yang lebih baik. 
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2.2.3 Pencapaian Efektifitas 

Penegertian efektifitas menurut para ahli pada hakeketnya memiliki 

kesamaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan pencapaian yang 

ditetapkan sebelumnya. Menurut (Asnawi 2016:4) efektifitas dapat diartikan 

sebagai keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

Efektifatas adalah hubungan hubungan antara output dan tujuan dimana 

efektifitas di diukur berdasarkan seberapa jauh tinggkat tingat output aatu 

keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah 

efektifitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa 

menghiraukan factor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat, dan lalin sebagainya 

sesuai dengan yang telah ditentukan. 

Pengukuran efektifiitas dapat dilakukan dengan meninjau kinarja yang 

telah dicapai suatu organisasi, apakah organisasi tersebut dapat merai tujuan-

tujuan yang telah direncanakan dengan efisien. Jika organisasi tersebut 

berhasil dalam mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapan 

dikategorikan sebagai organisasi yang berjalan dengan baik sebagaimana 

mestinya, meskipun standar efektifitas tidak menyatakan seberapa besar biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat 

apakah peroses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Ulum, 2004:294). 

2.2.4 Kesejahteraan Masyarakat 

Istilah kesejahteraan bersal dari kata sejahtera yang berate aman Sentosa 

dan Makmur yang dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah 
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kesejahteraan bukan hal yang baru bagi dalam cananya internasional maupun 

gelobal. Dalam membahas analisis tingkat kesejateraan tuntu kita harus 

mengetahui pengertian sejahtera terlebi dahulu. Kesejahteraan itu meliputi 

keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Penngertian sejahtera menurut 

W.J.S Poerdawarminta adalah satu keadaan yang aman Sentosa serta 

kemakmuran. Dalam arti lain juga kebutuhan keamanan keselamatan dan 

kemakmuran ini dapat dipenuhi maka akan tercipta kesejahteraan. 

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu 

kondisi yang memnunjukan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu menegmbangkan 

diri.  

2.2.5 Konsep Dasar BUMDes 

2.2.5.1 Pengertian BUMDes  

Menurut peraturan mentri dalam negri nomor 6 tahun 2014 tentang 

Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk 

atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan 

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan usaha 

milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga 

usaha yang dikelolah oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut 

dengan tujuan untuk memperkuat prekonomian desa dan dibentuk 

berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes 

merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam 

segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang 
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usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa 

(Sujarweni, 2019:7). 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga usaha desa 

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk 

berdasarakan kebutuhan dan potensial desa, menurut undang-undang nomor 4 

tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluru atau 

Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan untuk mengelola 

aset dan jasa pelayanan, dan usahalainnya untuk kesejahteraan masyarakat 

desa. 

Merajuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan turunan undang-

undang kerja. BUMDes sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan 

usahanya, karena BUMDes kini telah bekerja sama dengan pihak badan 

hukum lain seperti PT, CV, Koprasi hinggaa perbankan. Upaya kesepahaman 

intensif retribusi dan perpajakan semakin jelas, selain itu bumdes sebagai 

badan hukum yang tidak dapat dibubarkan melainkan hanya dihentikan 

usahnya, jika pengawaan pelaksanaan oprasional tidak bekerja dengan 

semestinya dapat dilaporkan ke APH (aparat penegak hukum). Serta jika ada 

penyimpangan yang dilakukan oleh BUMDes harus diselesaikan dengan 

musyawara desa. 
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2.2.5.2 Tujuan dan Fungsi Berdirinya BUMDes 

Tujuan dan Fungsi berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

sesuai dengan peraturan pemerintah No. 11 tahun 2022 pasal 10 yaitu:  

a. Tujuan pendirian BUMDes antara lain: 

1) Meningkatkan prekonomian desa Memenunihi kebutuhan 

masyarakat 

2) Pemecahan masalah bersama 

3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat meningkatkan kekayaan usaha 

4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan desa model 

bisnis, tata Kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta 

pengetahuan dan teknologi 

5) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

masyarakat desa visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi 

pelindungan nilai religi, adat istiadat, prilaku sosial, dan kearifan 

lokal. 

6) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa. 

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi 

kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang 

dan jasa yang dikekola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Artinya 

terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati Bersama, sehingga tidak 

menimbulakan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes. 
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b. Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah: 

Menurut undang-undang tahun 2014 tentang desa pasal 87 ayat 1, 

fungsi BUMDes adalah sebbagai Lembaga yang mampu mendaya gunakan 

segala potensi ekonomi, kelembagaan prekonomian, serta potensi SDM dan 

SDA. 

1) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta 

optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. 

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

3) Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi 

dasa dan mengurangi tingkat pengangguran. 

Selain itu, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai: 

1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum 

masyarakat desa. 

2) Lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan 

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. 

3) Lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat 

desa untuk meningkatkan penghasilan. Denagn lata lain, ini diharapkan 

menjadi Lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi 

pengangguran desa. 

4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensial usaha 

ekonomi desa untuk meningkatkan pendapan asli desa. 

5) Lembaga yang mampu menjalin kejasama dengan Lembaga-lembaga 

prekonomian desa lainnya. 
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2.2.5.3 Landasan Hukum BUMDes 

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai Lembaga ekonomi 

yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, 

efisien, professional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu 

sebagai sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri badi 

desa yang mendirikannya. Selain untuk meninggakatkan pendapatan asli 

desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa 

Landasan hukum pendirian BUMDes adalah: 

1. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang 

peraturan plaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 

2. Peranturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang 

dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara.  

3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang 

badan usaha milik desa (BUMDes) turunan dari dari undang-undang 

kerja. 

4. Peraturan presiden nomor 12 tahun 2015 tentang kementrian desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

5. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang. 

6. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
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7. Peraturan daerah (PERDA) nomor 8 tahun 2018 tentang badan usaha 

milik desa 

8. Peraturan daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2016 tentang penyertaan 

modal daerah kepada badan usaha milik daerah. 

9. Peraturan Menti Desa (KEMENDES) nomor 3 tahun 2021 tentang 

pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan serta pembinaan dan 

penegmbangan pengadaan barang dan jasa usaha milik desa. 

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 

2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan no 6 

tahun 2014 tentang desa (sujarweni, 2019:9). Secara rinci tentang tentang 

kedua landasan hukum BUMdes adalah: 

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 

213 

a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa. 

b. Badan Usaha Milik Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada praturan perundang-undangan 

c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat 

melakukan pinjaman sesuai praturan perundang-undangan. 

2. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 89 hasil usaha BUMDes    

dimanfaatkan untuk: 

a. Pengembangan usaha. 
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b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian 

bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 

kegiatan dan bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan 

dan belanja desa. 

3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 90 pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah 

desa mendorongkan perkembangan BUMDes dengan: 

a. Memberikan hibah atau akses permodalan  

b. Melakukan pendamingan teknis dan alses kepasar 

c. Memproritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam 

didesa. 

2.2.5.4 Efektifitas dan Peran BUMDes 

Ukuran efektifatas organisasi BUMDes yang dikemukakan Richard M, 

Streers dalam mastur (2014:28) sebagai berikut: 

1) Efektifitas keseluruhan, yaitu sejauhmana BUMDes melakukan seluruh 

tugas pokoknya atau seluruh pencapaian semua sasarannya. 

2) Produktivitas, yaitu kuantitas atau banyak dari produk atau jasa pokok 

yang dihasilakan BUMDes. Yang diukur menurut tiga tingkatan: tingkat 

individual, kelompok, dan keseluruh organisasi. 

3) Efisiensi, yaitu suatu yang mencerminkan perbandingan antara beberapa 

aspek unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. 
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4) Laba, yaitu penghasilan atas penanaman modal yang di pakai untuk 

menjalankan BUMDes, dapat dilihat dengan tiga tingklatayaitu tingkat 

individu, kelompok dan keseluruhan otganisasi. 

5) Pertumbuhan, yaitu penambahan dalam hal seperti tenaga kerja, fasilitas 

yang ada dalam BUMDes. Suatau perbandingan antara keaadan sekarang 

dengan keadaan sebelumnya. 

6) Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya 

khususnya diwaktu yang sulit. 

7) Kepuasan, yaitu timbal balik positif yang dirasakan seseorang atas 

peranan dalam BUMDes. 

2.2.5.5 Prinsip-Prinsip pengelolaan BUMDes 

Menurut pusat kajian dinaika sistem pembangunan (2007) dalam buku 

sujarweni (2019:31), pengelolaan BUMDes  dijalankan dengan menggunakan 

prinsip kooperatif, partisifatif, emansifatif, transparansi, akuntabel, dan 

sustainable. Dengan hal itu, untuk pembangunan BUMDes diperlukan 

informasi yang akuran dan tepat tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri 

sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) 

yang dihasilkan. 

1) Koopratif  

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu 

melakukan Kerjasama yang baik demi perkembangan dan kemajuan 

usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang 

berfungsi sebagai Lembaga sosial dan Lembaga komersial sehingga 
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membutuhkan Kerjasama yang strategis antara pengurus, pemerintah desa, 

masyarakat serta instansi yang terkait. BUMDes sebagai Lembaga sosial 

berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial 

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal 

(barang dan jasa) ke pasar. 

2) Partisipatif  

Semua komponen yang terlibat dalam didalam BUMDes harus bersedia 

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusinya yang 

dapat mendorong kemajuan uaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam 

melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui 

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting 

berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu Lembaga 

ekonomi modal usahanya dibsngun dengan inisiatif masyarakat dan 

menganut prinsip parisipasi. Ini berarti kepenuhan modal usaha BUMDes 

harus bersumber dari masyarakat. 

3) Emansipatif  

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes haus diperlakukan 

sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme oprasional 

BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa 

memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat perlu 

dipersiapan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang 
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Lembaga ekonomi yang dimiliki dua fungsi yaakni bersifat sosial dan 

komersial. Dengan tetapat berpegangan teguh pada karakteristik desa dan 

nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling 

tepat adalah berpusat pada sosialisai, Pendidikan, dan pelatihan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup 

masyarakat desa. 

4) Transparan  

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum 

dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan 

terbuka. Transparansi dalam dalam pengelolaan BUMDes sangat di 

perlukan mengingat BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang beroprasi 

dipedesaan yang mana nilai-nilai yang harus dikembangka adalah kejujuran 

dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. 

5) Akuntabel  

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis maupun administratif. Oendirian dan pengelolaan BUMDes adalah 

merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang 

dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untul 

menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, 

efisien, professional, mandiri, dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan 

konsumtif) masyarakat melalui playanan distribusi barang dan jasa yang 
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dikola oleh masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang 

paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga di 

tuntut mampu bemberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) 

dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku setandar pasar. 

Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati 

Bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi dan masalah ekonomi di 

pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes. 

6) Sunstainabel  

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang 

jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut akan 

dicapai diantaranya dengan cara memberikan playanan kebutuhan untuk 

usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedasaan, mengurangi 

praktek ijin, (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan 

kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan bagi para pelaku dan 

pengurus BUMDes dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, sehingga 

tujuan BUMDes sebagai identitas usaha yang tidak hanya mengedepankan 

profit melainkan lebih pada meninggkatkan benefit pada kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat desa bisa tercapai. 

Di desa Teluk Santong terdapat permasalahan yaitu kurangnya 

pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, yang menyebabkan terjadinya 

manipulasi dan penggelapan dana BUMDes yang sangat merugikan 
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masyarakat. Maka dari itu penulis menggunanakan prinsip-perisnip tersebut 

sebagai alat untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di 

desa teluk santong sebagai bahan peroposal yang sedang dibuat. Penulis lebih 

memfokuskan kepada prinsip transparan agar kinerja bumdes mampu 

memrikan kontribusi yang siknifikan dengan kejujuran dan ketebukaan. 

1.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan peran dan prinsip BUMDes merupakan landasan yang 

melandasi berdirinya BIMDes dan tujuan, fungsi BUMDes didirikan. Dengan 

adanya BUMDes dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi 

dalam menjalankan peran dan fungsinya, BUMDes tidak bisa berperan 

maksimal dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dikarenakan beberapa 

kendala yang membuat peran dalam tujuan BUMDes terhambat berdampak 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitalif. Menurut Bogdan dan 

taylor dalam (moloeng, 2013:4)mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang mengghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang serta prilaku orang diamati dengan 

penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan 

teori dan data yang ada, sehingga mendapat siuatu kesimpulan. 

3.2 Waktu dan Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan dari bulan November 

hingga bualan januari. Penelitian baelokasi di desa teluk santong yang berada 

diwilayah kabupaten sumbawa besar, tujuan penulismenggambio lokasi ini 

karena peneliti merasa muda dalam mencari data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam menyusun proposal ini. 

3.3 Penentuan Informasi Narasumber 

Menurut patilama (2013:12), informasi penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikaninformasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian. Selain itu informasi dalam penelitian ini adalah orang 

yang dianggap paling tahu dan memahami tentang apa yang kita inginkan 

dalam dalam hal ini peneliti menggali data dari sumber data yang akurat. Di 

mana peneliti telah melakukan penelitian dengan mewawancarai kepala desa 
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Teluk Santong, ketua BUMDes Teluk Santong, staff desa Teluk Santong, dan 

Masyarakat. Sehingga peneliti mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut lofland dalam moleong (2013:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dalam hal-hal itu pada 

bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan sumber data tertulis, 

foto, dan statistic. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yakni: 

1. Data primer : peneliti memperoleh data langsung dilapangan dari 

narasumber yang terkait langsung dari permasalahan yang diteliti. Data 

primer ini diperoleh dengan catatan hasil wawancara dari masyarakat  

peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan 

dan menggumpulakan data dalam bentuk catatan tentang situasi yang ada 

di lapangan. 

2. Data sekunder : peneliti memperoleh data dengan mengumpukan  data 

yang sesuai dari arsip dan dokumen BUMDes yang ada di desa Teluk 

santong yang berhubungan dengan keperluan peneliti. Data ini digunkan 

untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik daro 

wawancara observasi maupun lngsung kelapangan. 

3.5 Teknik dan Alat pengumpulan Data  

Untuk memeperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian, 
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adapun metode pengumpulan data yang sesuai jenis penelitian, brikut metode 

pengumpulan data yang penulis pakai sebagai berikut: 

1. Pengamatan  

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan 

dimanfaatkan sebesar-bessarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba fan 

Lincoln dalam Moleng (2013:175) sebagai berikut: 

Pertama, peneliti melakukan teknik pengamatan ini didasrakan atas 

pengalaman secara langsung. Kedua, peneliti melakukan teknik pengamatan 

juga melihat dan mengamati sendiri situasi yang ada, kemudian peneliti 

mecatat prilaku kejadian bagimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya. Ketiga, peneliti melakukan pengamatan dengan mencatatan 

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional 

maupun pengetahuan yang langsung dieroleh oleh data. Keempat, pebeliti 

melakukan pengamatan memungkinkan peneliti mampu mengamati situsi-

situsi yang rumit. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu dimana Teknik 

komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat 

yang sangat bermanfaat. Alat pengamatan dalam penelitian adalah 

anecdotal record (daftar Riwayat kalakuan), catatan berkala dan cek list. 

2. Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara dengan percakapan dengan maksud 

untuk mengetahui bagimana kinerja dan kefektivitasan BUMDes teluk 

santong. Percakapan yang dilakukan antara peneliti dan sumber yng dituju, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yang 
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memberikan jawaban oleh nasarasumber sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan 

Metode wawancara digunakan oleh peneliti sebagai sumber data 

primer atau sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini. Peneliti 

melakukan wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu 

memersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Alat wawancraa dalam 

penelitian ini adalah buku, pulpen, dan alat perekam. 

3. Dokumentasi 

Peneliti melakukan teknik dokumensi dengan melakukan cara 

mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat 

dokumentasiyang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kamera, alat 

perekam, dan handphone. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara,peneliti sudah melakukan anlasisi terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancrai setelah dianalisis terasa belum 

meumaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, sampai tertentu, 

diperoleh data yang di anggap sudah cukup baik. 

1. Reduksi data  

Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan dengan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka peneliti mencatatnya secara teliti dan rinci, 

semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data samakin banyak, 
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komlek dan rumit. Untuk itu peneliti perlu sengera dilakukan analisis data 

dan penarikan kesimpulan. 

Mereduksi data yang peneliti lakukan ini berarti merangkum, 

memilik hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi oleh peneliti  

memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencair bila diperlukan. 

Reduksi data ini peneliti dibantu dengan pralatan elektronik seperti 

computer mini dengan memebrikan kode pada spek tertnetu. 

2. Penyajian data  

Setelah peneliti mengumpulkan hasil dari data direduksi, maka 

peneliti melakukan penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar 

kategori dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk penyajian data 

dalam peneitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan penyajian 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

3. Penarukan kesimpulan dan verifikasi  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yang di lkukan peneliti 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpula. Peneliti menarik 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dengan didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti melakukan peneltian 
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kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang 

dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan pada penlitian kualitatif adalah merupakaan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga diteliti 

menjadi jelas, dapat berua hubungan kasual secara interaktif, hipotesis atau 

teori.   
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